HSP.':'--"
: Hamplr tadak berbeda dengan hak hak
asasi manusia yang lain. (HAM) hak-hak 51911
danpolitik (HSP) selalu erat kaitannya dengan
hak untuk menentukan nasib Sendisi (the Tight
~of self: determananon) 'dan hak untuk’ mengatur
secara’ bebas segala hal yang dxm:ikaya baik
berupa kekayaan maupun sumber daya yang
lain. Set:ap negara harus menjam:n d;akumya
hak hak tersebut tanpa adanya d:sknmmas: 4

“Di ungkat ‘internasional | pesmwsas: HA.M
Eersebut nampak pada 19 Pasal dari Umversal
DecEarat:on of Human Rxghts (UDHR) dari 29
Pasal’ yang “ada. Dari sini nampak bahwa' HSP
karena ‘situasi ‘dan kondisi yang’ ter;ada pasca
PD 1 ‘sangat ‘dibutuhkan keberadaannya dan
bahkan isebut” sebagal ‘Generasi’ HAM L
Penyebutan sebaga: Génerasi HAM 1 ndak
berarti~ bahwa "HSP merupakan I-IAM yang
terpenimg dlbemdmg dengan Generasi HAM
lain sepem hak-hak - sosial, ekonomx dan
budaya-serta hak- untuk berkembang, sebab
HAM pada dasamya ”unwersal mleISlble and
mterdependent”

“Kritik " vang ‘selatu d1lemparkan kepada

‘ 'pembangunan) “han
| dan konseptual. Trﬂog: sendir, sesuai dengan
| Dokuin Ketahanan Nasional,
{ berkonotasi ekonomls semata- mata Ietapl juga

dlcapax dalam penegakan dan pesimdun__:én'

; duawab dengan "baik

‘tidak " hanya

merxgamh pada penumbuhan pememtaan dan
stabilitas di b;dangﬂb:dang pol:t:k sosial
budaya hankam dan sebaga:nya Di bldang
politik mlsainya saja pertumbuhan Demok:as: :
Pancasila yang iebzh mencemnnkan penum_-
buhan “demokrasi poh[tk ke arah demokeasi
pé,nbangunan demokms: perwakﬂan ke arah
demokrass partisipatori merupakan proses

yang fterus beqalan (on going pz(}cess)

‘Pemikiran semacam _ini hams mera;adx - pe-

miikiran semud mhak oy
i _"-:Safat 19 Pasal tersebut dz t:ngkat mter—
namonal sebaga: "soft an" menmgkat menjadt
”hard law” dengan dladopsmya ”Intema{xonal
Covenant ~on . Civil and Political R;ghis”
(ICCPR) oleh sU PBB pada tahun 1966
(berizku mulai 1976), beserta 2 (dua) P:otokol
Pilihan (Optlonal Protocol) yang melekat
padanya y

: Keberadaan ICCPR sangat pentmg meng~
mgat dokumen ini menegaskan dan men-
definisikan Secam lebih terperinci (more
detaﬂ) pelbagat HAM yang diatur dalam UDHR
1948, di samping dmtumya hak-hak tambahan
(addanonal rights) dan mekanisme pengatumn
yang memungkmkan badan—badan PBB meng-
awasi pelaksanaan Derimdnmzan HSP iersebut,

Indonesia, seolah-olah Trilogi. Pembangunan
yang selalu menekankan stabilitas cia samping
penumbuhan “dan’ pemenataan, berusaha

menckan “hak-hak " sipit dan ‘politik’ ‘demi |

suksesnya gembangunan ekonoxm (1deoiog1'

khususnya melalui badan yang beranggotakan
"18 independent. experts” yaitu, "the Human
nghts Commiltee” (HRC)

Indones:a sampai. saat.ini belum merat.xw
fikasi ICCPR dan Protokol Pilihannya dengan
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| pélbagén pemmbangan Konsekuensx
. ratifikasi sangat luas seperti dnnungkxnkannya

~ laporan individual (individual communication) |k
'kepada ‘Human R:ghts Committee dengan -| -

Syarat-syarat tertentu dan kewajiban lapor

.secara 'fpenodlk -kepada badan . mtemasaonal_

- “tersebut tentang pelbagai langkah,” perkem-
- bangan dan kesuhtan ‘yang dihadapi di dalam
“melaksanakan per]anpan internasional terse-

“but, Dalam hal ini HRC. berusaha “mencari

" - dasar penyelesaian yang diakui oleh pegjanjian

o '_;'tersebut dan apabila ‘hal ini tidak mungkin,

' atas persetujuan pihak-pihak, komite dapat
-'menun;uk komisi konsiliasi uatuk membantu

.'kasus tersebut.” .

Measure of :mplementauon tersebut me-
m 'gk:nkan komisi untuk melakukan dialog
.dan_mirestigasa di_samping langkah- -langkah
preventxf dalam beniuk bantuan ahlj, pelauhan
‘dan “'sebagainya. Dalam kasus-kasus .yang
dlanggap rius (misalnya kasus penyxksaara
eksekusg yang tidak sah) ‘dimungkinkan
] ntuk “special rappozteurs” untuk melaku-
kan mvesugasx meiakukan campur tangan dan
minta* perhatlan negara yang bersangkutan
untuk memberlkzn informasi,

‘Namun' diakui bahwa PEB tidak mem-
punyai upaya paksa terhadap negara agar
mengubah kebijakannya, Persuasi merupakan
cara ‘satu-satunya uniuk meningkatkan peng-
hormatan HAM dan menyadarkan _para
anggota PBB bahwa_opini masyarakat inter-
nasional me:upakan hal . penting cf_alam
kehldupan antar bangsa. .

“Apabila Indonesia dengan pemmbangan
politis .masih harus menunda ratifikasi ter-
hadap konvensa-konvensn HAM internasional
tertentu, hal ini tidak harus berarti bahwa
indonesza harus bemndak defens:f pas:f

kan, sebab sekahpun kita belum menyem;u:
untuk tenkat (the consent of the state to be
und) teiap: 'secara moral sudah tenka:

sudah ada kemgman umuk mengtkatkan d:n

(the will of the siate 10 be bound). Langkah
yang harus dilakukan adalah dengan melaku-
kan harmomsasa nilai dan harmonmas; hukum
secara antisipatif.
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“dari

‘yang bersangkutan menyeiesazkay

di atas KOMNAS HAM dlberx wewe
;auh yakm wewenang mvestlgas_i

dapat d:undang sebagal saksi ahli- ds
pengadilan. Dengan demikian polem;k yang
selafu. teqada te:hadap temuan KOMNAS HAM

iimttasx terhadap HAM Yang oleh .inst men

internasional dunungkmkan Dalam _
ayat (2) UDHR dinyatakan bahwa HAM _pat
dibatasi berdasarkan undang-undang (deter—
mined by law) dengan tujuan untuk- me-
lindungi hak orang lain, moralitas, ketemban
umum dan ‘kesejahteraan umum _;d 'dalam
masyarakat demokratis. :

Selanjutnya di - dalam ICCPR dxtegaskan
bahwa. pembarasan berdasaxkan undang-
uudang dapat juga dilakukan atas. dasar
keamanan- nasional (national secumy) @asal
19 ayat (3) b yang mengalur tentang “the right
o freedom of expression” dan. Pa.sat 12.ayat
(3). yang mengatur tentang “the right to liberty
of movement and freedom to. choose: .his
residence”). Demikian pula ketentuan. Pasal 22
ayat (2) ICCPR yang mengatur the nght o
freedom of association”. Dari sisi warganegara
restriksi. dan limitasi tersebut harus . dilihat
sebagal kewajiban asasi, sedangkan dan Sist
penguasa . hal tersebut harus dlpandang
sebagai hak untuk mengatur, Kualifikasi LSM-
LSM bermasalah pada dasamya teqadi ak:bat
gagalnya usaha untuk menyelaraskan kepen-
tingan antara penguasa dan LSM-LSM tersebut. -

Pasal lain dari ICCPR menyatakan bahwa

pembatasan }uga dapat dliakukaa atas. dasar

rgercies” T which
threazen the life of the nanon (Pasal 4 ayat,
(1)) dengan catatan bahwa hak-hak tertentu
yang bersifat absolut sepem_hak untule hidup,
bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudak-
an, bebas dari peraturan yang bersifat




Kiif;u cjar; mehgexﬁbahgkan
enyeba_rkan llmu pengetahuan _melalm ;

: -“Kebebasan: akadem1k btsa d;hha: sebagal

'hak kuliural apabila ‘didasarkan: pada Pasal 15 -
ayat (3) Intemational Covenant on’ Econannc ]

ke_ ébasan.
yang "Pd:perlukan untuk riset
aktivitas yang kreatif. Kebebasan akademik
juga merupakan bagian hak-hak sipil dan
politik, apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat
(2> ICCPR yang mengatur tentang kebebasan
menyatakan pendapat (the freedom of expres-
sion) yakni kebebasan untuk mencar, me-
nerima dan memberi informasi dan buah
pikiran, baik secara lisan, tertulis azau melalui
cetakan tanpa adanya gangguan atau campur
tangan.

Salah pengertian seringkali terjadi terhadap
hak tersebut, sehingga perlu adanya peng-
aturan yang lebih mantap. Sifatnya “sofi law”
harus mulai dipikitkan untuk dikembangkan
sebagai “hard law”. Hak tersebut merupakan
keistimewaan (privilege) vang dimiliki oleh
masyarakat akademis. Hak selalu berkaitan

s} umim:dan; keamanan ‘nasional..

limxah dan -

: :_{ezap: t_erdapat obhgas: sepem budaya dan _
ArLal. . e{lka kadem;s
ukum: _,kebencx_an SARA menghormau hak orang 131;1 .

tidak:: boleh mengobarkan'

% Salah saty’ “hak sipil ‘dan polmk lam yang
sangat periting adalah hak untuk diadili secara
jujur (the right to a fair trxal) T ermasuk dalam
‘hal‘ini addlah d:taatmya asas-asas hukum dan

: ‘nilai-nila _._‘yang beriaku secara umversal
- | ‘Termasuk* pilai-nitai
dokrin: (opinio doctorum). Sebaga: contoh

dalam hal”.ini ", adalah

'adalah pandangan bahwa hukum acara pldana'
materul yang ‘harus dqaga benar formahtas dan
1egahtasnya karena’ merupakan filter untuk
menjaga kesetmbangan antara’ kepenungan
negam kepenungan masyarakat dan kepen—
tingan " individual: Smgkamya ‘adalah “filter
perlindungan HAM. Namun demikian, pen-
dekatan sosial terhadap penerapan hukum
acara pidana tetap dimungkinkan untuk
pencapaian keseimbangan di atas, dengan
syarat bahwa pendekatan sosial tersebut harus
bersifat negatif, dalam ati mengurangi ke-
tajgman  hukum acara pidana  tersebul.
Contohnya adalah seperti "Miranda Rule” di
Amerika Serikat. Pendekatan sosial yang
bersifat positif dalam arti hakim menambah
ketentuan undang-undang/rambu-rambu baru
sama sekali terlarang. Contohnya adalah
putusan MA vang mengabulkan peninjauan
kembali yang diajukan jaksa, yang menurut
Pasal 263 KUHAP sama sekali tidak diatur.
Magalah yang sangat menonjol akhir-akhir
ini adalah masalah penyiksaan bailk mental
atau fisik oleh penegak hukum untuk mem-

aeTigan  EREEUREAWAD dan aigaungawab
tidak sekedar merupakan nilai dan norma
tetapi barus tumbuh menjadi kesepakatan
vang mengikat (obligation). Hak masyarakat
akademis tersebut harus dibormati sebagai
pra-kondisi uniuk berkembangnya IFTEK,

peroieh informasi atau pengakuan. Sekalipun
penyiksaan tersebut dapat  dikategorikan
sebagai penganiayaan dan pemerasan peng-
akuan yang dapat dipidana atas dasar Pasal
351 KUHP dan Pasal 422 KUHP, namun
ratifikasi terhadap "Convention against Torture
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::Inhumanor _

Degradmg

aganm seharusdya tidak usah ragu ragu untuk
menerapkan .Pasal 1562 KUHP. Dan saat ini

| rasas heran divantara’ ki’ Masa
: mempunyal ‘basis : kultural yang kua
S -nesna,_
'1deologls Tetapa mengapa pelangg
3 yang serius: tetap ‘sering: ‘tefjadi?
:ternyata lebth banyak ‘berkaitan . denga

o fesxonahsme,
1 HAM:: daiam pendtdakan formal

} 'pengeman bak dan kewapban asasn-- ela
| kan kajian- k.a;ian dalam - rangka - aksesn dan

jangan lagi meayampmgkan perkara atas dasar -
5\ . T danRektorUniversitas Diponesom, Sﬁnarang

Dan uraian’ d1 atas kadang—kadan'

baak secara konsmusmnal

mengmtegras:kan pendid:kan

ratifikasi terhadap instrumen-instruroen HAM
intemasional. secara. terencana dan. terpadu
meningkatkan kesadaran bahwa_ standar-
standar .internasional .. pada . dasamya dapat
merupakan sub-sistem hukum ‘nasional, . har-
monisasi hukum nasional terhadap. instrumen-

Ainstrumen HAM mternas:onal dan sebagamya
me Dr,, Muladl SH. ada!zh Anggota Komnas HAM
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